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1.

Peraturan Pemerintah Nomor 67
Tahun 2013 tentang  Statuta
Universitas Gadjah Mada;

Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor
35 Tahun 2012 tentang Penyusunan
Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan;
Peraturan Rektor Universitas Gadjah
Mada Nomor 2 Tahun 2024 tentang
Naskah Dinas;

Peraturan Rektor Universitas Gadjah
Mada Nomor 15 tahun 2024 Tentang
Standar Biaya Universitas Gadjah
Mada

Keputusan Rektor Universitas
Gadjah Mada Nomor
970/UN1.P/KPT/ HUKOR/2022
Tentang Perubahan Keempat Atas
Keputusan Rektor Universitas

Gadjah Mada Nomor
1935/UN1.P/SK/HUKOR/2018

Tentang Pedoman
Pertanggungjawaban Transaksi
Keuangan Universitas Gadjah Mada;
Keputusan Dekan Fakultas
Kedokteran, Kesehatan Masyarakat,
dan Keperawatan Universitas
Gadjah Mada Nomor

1720/UN1/FK/KMK/KPT/TU/2024
tentang Tata Hubungan Kerja
Organisasi di Fakultas Kedokteran,
Kesehatan Masyarakat, dan
Keperawatan Universitas Gadjah
Mada.

1. Memiliki kemampuan pengolahan data
sederhana;

2. Mengetahui tugas dan fungsi sistem dan
prosedur;

3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme
pembuatan laporan.
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KETERKAITAN PERALATAN /PERLENGKAPAN
POS Penyusunan Rencana Kinerja 1. Komputer/Printer/Scanner;
Anggaran Tahunan (RKAT). 2. Jaringan internet.
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila tidak dilaksanakan maka 1. Dokumen pembayaran/kuitansi/ invoice;
kegiatan tidak berjalan. 2. Dokumen SPMU;
3. Disimpan sebagai data elektronik.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.
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